
 
 

 

 

 

BUPATI MALINAU 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
 

PERATURAN BUPATI MALINAU 

 
NOMOR 62 TAHUN 2018 

 

TENTANG 
 

 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MALINAU, 
 

Menimbang :  bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau 
Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan 

Bupati Malinau tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 sebagai landasan operasional 
pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang  
Pembentukan  Kabupaten   Nunukan, Kabupaten 
Malinau, Kabupaten Kutai  Barat, Kabupaten   Kutai   

Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3962); 

 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

           4.  Undang-Undang...... 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

 
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

                     
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5239); 
 

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5362); 

 
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 5679); 
                
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502); 
 

 
           12.  Peraturan Pemerintah....... 



- 3 - 
 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia    Nomor 4574); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,  Tambahan  
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor  4575); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan  

Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4576); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan  
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4578); 

 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor  90,  Tambahan  Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia Nomor 4659); 
           

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010  tentang  

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
 

21.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 106, Tambahan  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 

      22.  Peraturan Presiden........ 
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22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah dua kali 

di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang dan Jasa;  
 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri 

Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah` 
(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525);  

 
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara 
Tahun 2011 Nomor 310); 

 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011  

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525); 
          

27. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Tahun 2015 Nomor 2036); 

 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun  2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 
 

           30.  Peraturan Daerah........ 
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30. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 

2011 tentang Pajak  Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 11); 

 

31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten 

Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 5); 

 
32. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau 
Tahun 2017 Nomor 11); 

 

33. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Bergerak 

Langap, Rumah Sakit Kelas D Pratama dan Pusat 
Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten 
Malinau Tahun 2018 Nomor 2); 

 
34. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Malinau Nomor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Jasa Umum. (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau 

Tahun 2018 Nomor 3); 
 
35. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas  Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 

Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 4); 
 
36. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 

Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 5); 
 
37. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 6); 

 
38. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 40); 

 
39. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau 

Tahun 2016 Nomor 41); 
         40.  Peraturan Bupati....... 
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40. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 Tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah 
Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 42); 

 

41. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43); 
 

42. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 44); 
 
43. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten 
Malinau Tahun 2016 Nomor 45); 

 

44. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 Tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah 
Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 46). 

         

45. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten 

Malinau Tahun 2017 Nomor 75); 
 

46. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 

(Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 
50); 

 
47. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 

2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 59); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI MALINAU TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 
 

 
 
 

 
Pasal 1 
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Pasal 1 
 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018 semula berjumlah Rp. 1.434.887.757.958,00 (berkurang) 
sejumlah (Rp. 23.818.841.296,93) sehingga menjadi                                  

Rp.  1.411.068.916.661,07 dengan rincian sebagai berikut: 
          

1. Pendapatan Daerah: 

 
 a. semula Rp. 1.323.211.574.700,00 

 
 b. bertambah/(berkurang) Rp.      67.692.826.528,64 
  

    jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.  1.390.904.401.228,64 
                 

2. Belanja Daerah : 

 
a. semula  Rp. 1.434.887.757.958,00 

 
b. bertambah/(berkurang) (Rp        23.818.841.296,93) 

   

 jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.411.068.916.661,07 
 

 (defisit) setelah perubahan  (Rp.     20.164.515.432,43) 
 
3. Pembiayaan Daerah: 

 
a. Penerimaan   

 

 1)  semula   Rp.    111.676.183.258,00 
 

 2) bertambah/(berkurang) (Rp.     89.511.667.825,57) 
 
 jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.   22.164.515.432,43 

 
b. Pengeluaran : 

 
         1)  semula   Rp.                         0,00 
 

 2) bertambah/(berkurang) (Rp.   2.000.000.000,00) 
 
 jumlah pengeluaran setelah perubahan  Rp.     2.000.000.000,00 

 
jumlah biaya netto setelah perubahan  Rp. 20.164.515.432,43 

 
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan  Rp.                  0,00,- 

 

 
Pasal 2 

 
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 3........ 
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Pasal 3 
 

Penjabaran APBD sebagaimana dimasud dalam pasal 1 dirinci lebih 
lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

 

Pasal 4 
 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 5 
 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 6 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Malinau. 
 

Ditetapkan di Malinau 
pada tanggal 3 Oktober 2018. 
 

BUPATI MALINAU 
 
 

       
 

YANSEN TP 
 
Diundangkan di Malinau 

pada tanggal 3 Oktober 2018. 
 

SEKRETARIS DAERAH, 
 
 

          
 
HENDRIS DAMUS 

 
BERITA DAERAH  KABUPATEN  MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 62. 

 
 


	30. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak  Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 11);

